‑21 ‑

6.
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

Pendidikan didasarkan pada Diklat Fungsional yang dimiliki dengan total pelajaran minimal 30 jam.

	No
	Fungsional
	Nilai

	1
	4 kali mengikuti diklat Fungsional atau lebih
	100

	2
	3 kali mengikuti diklat Fungsional
	80

	3
	2 kali mengikuti diklat Fungsional 
	60


B.
PENILAIAN PERSYARATAN WAWASAN KEBANGSAAN CALON
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN PEMBOBOTAN

1. Ruang Lingkup Tour Of Area Dalam Perjalanan Karier

	No.
	Ruang Lingkup Tour Of Area
	Nilai

	1
	Lebih dari tiga Unit Kerja dalam satu Kabupaten/Kota dan atau kabupaten/Kota lain Provinsi serta Pusat
	100

	2
	tiga Unit Kerja dalam satu Kabupaten/Kota
	80

	3
	dua Unit Kerja dalam satu Kabupaten Kota
	60

	4
	Hanya dalam satu Unit Kerja dalam satu

Kabupaten Kota
	40


2. Pengalaman Diklat Dalam Negeri/Luar Negeri mengenai wawasan :

a.
Manajemen Pemerintahan Umum meliputi substansi pembinaan
Pemerintahan Umum, Pengawasan, Kependudukan dan Sumber Daya Aparatur.
b.
Manajemen Pemerintahan Daerah meliputi substansi Otonomi Daerah, Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

	No.
	Jumlah Diklat Dalam Negeri/Luar Negeri

Yang Dilkuti
	Nilai

	1.
	Lebih dari 8 Lemhanas
	100

	2.
	6 - 8 Dalam Negeri dan atau Luar Negeri
	80

	3.
	3 - 5 Dalam Negeri dan atau Luar Negeri
	60

	4.
	1 - 2 Dalam Negeri dan atau Luar Negeri
	40

	5.
	1 - 2 Dalam Negeri dan atau Luar Negeri
	20


3.
Pengalaman Sebagai Penyaji Seminar/ Lokakarya/Diskusi Tingkat Nasional mengenal wawasan :

a.
Manajemen Pemerintahan Umum meliputi substansi pembinaan Pemerintahan Umum, Pengawasan, Kependudukan dan Sumber Daya Aparatur.

b.
Manajemen Pemerintahan Daerah meliputi substansi Otonomi Daerah, Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

	No
	Penyaji Seminar / Lokakarya / Diskusi Nasional
	Nilai

	1
	9 atau lebih Dalam Negeri dan atau Luar Negeri
	100

	2
	6 - 8 Dalam Negeri dan atau Luar Negeri
	80

	3
	3 - 5 Dalam Negeri dan atau Luar Negeri 
	60

	4
	1 - 2 Dalam Negeri
	40


Untuk pembobotan penilaian, makalah seminar/bahan yang disajikan harus disertakan sebagai lampiran biodata.
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4. Pokok‑pokok pikiran strategis politik Dalam Negeri

	No.
	Buku,/Karya Tulis/Makalah
	Nilai

	1.
	5 - 10 Buku Karya Tulis/Makalah
	100

	2.
	1 - 4 Buku Karya Tulis/Makalah 
	80


C. INSTRUMEN PENILAIAN CANON SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA

	INDIKATOR PENGAMATAN
	BOBOT (%)
	HARKAT
	NILAI 1)
	KET.



	
	
	BAIK SEKALI
	BAIK 
	CUKUP
	KURANG 
	
	

	
	
	100
	80
	60
	40
	
	

	I. PERSYARATAN ADMINISTRATIF (50%)
	
	
	
	
	
	
	

	a. Kepangkatan
	10
	
	
	
	
	
	

	b. Pendidikan formal
	10
	
	
	
	
	
	

	c. Riwayat dan relevansl Jabatan
	10
	
	
	
	
	
	

	d. Diklat Kepemimpinan
	10
	
	
	
	
	
	

	e. Diklat teknis
	
	
	
	
	
	
	

	f.  Diklat fungsional
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	II. PERSYARATAN WAWASAN KEBANGSAAN (50%)
	
	
	
	
	
	
	

	a. Keragamaan Wilayah Penugasan
	20
	
	
	
	
	
	

	b. Keragaman Diklat Tlngkat Nasional
	15
	
	
	
	
	
	

	c. BukuJKarya Tulis/Makalah
	15
	
	
	
	
	
	

	TOTAL NILAI 2)
	
	
	
	
	
	
	


Keterangan

1) Nilai = bobot dikalikan dengan harkat

2) Total nilai = jumlah keseluruhan nilai

MENTERI DALAM NEGERI/

GUBERNUR .......

TTD

MAMA JELAS

MENTERI DALAM NEGERI,

 

      TTD

HARI SABARNO
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LAMPIRAN V.C KEPUTUSAN MENTERI DAIAM NEGERI

NOMOR

: 16 Tahun 2003
TANGGAL
: 21 April 2003
A.
PENILAIAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF CALON PE7ABAT STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAN KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN PEMBOBOTAN

1.
Kepangkatan
Pengamatan ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang‑Undangan yang berlaku yakni PP Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 13 Tahun 2002, makin tinggi dan memenuhi syarat pangkat yang dimiliki, makin tinggi nllainya.

	No.
	Pangkat Golongan Ruan
	Nilai

	1.
	Pembina Utama Madya (IV/d) 
	100

	2.
	Pembina Utama Muda (IV/c) 
	80

	3.
	Pembina Tk. I (IV/b)
	60

	4.
	Pembina (IV/a)
	40


2.
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
Pengamatan didasarkan pada Diklat Kepemimpinan yang dimiliki.

	No.
	_Diklat Kepemimpinan
	Nilai

	1.
	Diklatpim.Tk I/Spati/Sespa
	100

	2.
	Diklatpim Tk II/Spamen 
	80

	3.
	Diklatpim Tk III/SPAMA
	60


3.
Pendidikan

Penilaian didasarkan pada pendidikan formal yang dimiliki

	No.
	Ijazah
	Nilai

	1. 
	Doktor S3 
	100

	2. 
	Magister S2 
	80

	3.
	Sarjana (S1) / D IV
	60


4.
Riwayat dan relevansi jabatan
Dinilai berdasarkan pada banyaknya riwayat Jabatan struktural maupun non struktural, pada unit organisasi yang berbeda.

	No.
	Pernah menduduki
	Nilai

	1.
	Jabatan struktural Eselon II 
	100

	2.
	2 Jabatan struktural Eselon III atau lebih
	80

	3.
	> 2 Jabatan struktural eselon III sejenis
	60

	4.
	1 Jabatan struktural Eselon III 
	40


5. 
Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Pendidikan didasarkan pada Diklat Teknis yang dimiliki dengan total pelaiaran minimal 30 jam.

	No
	Teknis
	Nilai

	1
	5 kali mengikuti diklat teknis yang berbeda atau lebih
	100

	2
	4 kali mengikuti diklat teknis yang berbeda
	80

	3
	3 kali mengikuti diklat teknis yang berbeda
	60

	4
	2 kali mengikuti diklat teknis yang berbeda
	40


Untuk pembobotan penilaian, makalah seminar/bahan yang disajikan harus disertakan sebagai lampiran biodata.
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6.
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional

Pendidikan didasarkan pada Diklat Fungsional yang dimiliki dengan total pelajaran minimal 30 jam.

	No.
	Fungsional
	Nilai

	1.
	5 kali mengikuti diklat Fungsional atau lebih
	100

	2.
	4 kall mengikuti diklat Fungsional 
	80

	3.
	3 kali mengikuti diklat Fungsional 
	60

	4.
	2 kali mengikuti diklat Fungsional 
	40


B.
INSTRUMEN PENILAIAN CALON PEJABAT STRUKTURAL ESELON II  DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

	INDIKATOR PENGAMATAN
	BOBOT (%)
	HARKAT
	NILAI 1)
	KET

	
	
	BAIK SEKALI
	BAIK
	CUKUP
	KURANG
	
	

	
	
	100
	80
	60
	40
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	a. Kepangkatan 
	20
	
	
	
	
	
	

	b. Diklat Kepemimpinan
	20
	
	
	
	
	
	

	c. Pendidikan formal
	20
	
	
	
	
	
	

	d. Riwayat dan relevansi jabatan
	20
	
	
	
	
	
	

	e. Diklat teknis
	10
	
	
	
	
	
	

	f.  Diklat fungsional 
	10
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL NILAI 2)
	
	
	
	
	
	
	


Keterangan

a. Nilai = bobot dikalikan dengan harkat

b.Tõtál nilal = jumlah keseluruhan nilai

GUBERNUR .....

TTD

NAMA JELAS

MENTERI DALAM NEGERI

TTD

HARI SABARNO
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LAMPIRAN VI.A KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR
:

TANGGAL
:

BENTUK NASKAH DINAS KONSULTASI PEMBERHENTIAN

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

[image: image1.png]
GUBERNUR. . . . . . . . . . . .

……………..,









Kepada 

Nomor

:







Sifat

:




Yth.
MENTERI DALAM NEGERI

Lampiran
:





di





Perihal
:
Konsultasi Pemberhentian 


Jakarta

Sekretaris Daerah Provinsl ....…

Sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negerì Sìpil dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ……… Tahun 2003 tentang Tata cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, bersama ini dikonsultasikan Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi ………….., yaltu :

1)
Nama


:

2)
NIP


:

3)
Tanggal lahir

:

4)
Pangkat/Gol. Ruang
:

5)
Jabatan


:

Dengan pertlmbangan :

1) …………..

2) …………..

3) dst

Bersama Ini dikonsultasikan calon pengganti sebagai berikut :

A.
1)
Nama


:

2)
NIP


:

3)
Pangkat/Gol. Ruang
:

4) Jabatan


:

B
1)
Nama


:

2)
NIP


:

3)
Pangkat/Gol. Ruang
:

4) Jabatan


:

C
1)
Nama


:

2)
NIP


:

3)
Pangkat/Gol. Ruang
:

4) Jabatan


:

Demìklan untuk maklum.

GUBERNUR

TTD

NAMA JEL.AS

MENTERI DALAM NEGERI

TTD

HARI SABARNO
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LAMPIRAN VI.B KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR

:

TANGGAL
:

​​
BENTUK NASKAH DINAS HASIL KONSULTASI TERTULIS

PEJABAT YANG AKAN DIBERHENTIKAN

SEBAGAI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI YANG DAPAT DILAKSANAKAN,
[image: image2.png]
MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

Jakarta,

Nomor

:





Kepada

Sifat

:




Yth.
Gubernur ………………

Lampiran
:





di

Perihal
:
Konsultasi pemberhentian


    
……………


Sekretaris Daerah Provinsi .........

Memperhatikan surat
Saudara  Nomor ............... tanggal ……………. Perihal tersebut di atas, dengan hormat diberitahukan sebagai berikut :

1.
Maksud Saudara untuk memberhentikan :

1)
Nama


:

2)
NIP



:

3)
Tempat/tanggal lahir

:

4)
Pangkat/Gol. Ruang

:

Dari Jabatan sebagai : ……………………. pada prinsipnya kami dapat memahami.

2.
Selanjutnya, untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan agar dapat diproses sesuai dengan peraturan perundang‑undangan.

Demikian untuk maklum.

MENTERI DALAM NEGERI

TTD

NAMA JELAS

MENTERÍ DALAM NEGERI

TTD

HARI SABARNO
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LAMPIRAN VI.C KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR

:

TANGGAL
:

BENTUK NASKAH DINAS HASIL KONSULTASI BERUPA PENOLAKAN

PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

[image: image3.png]
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA









Jakarta, .................

Nomor

:





Kepada :

Sifat

:




Yth.
Gubernur …………….

Lampiran
:





di

Perihal
:
Penolakan pemberhentian



………….

Sekretaris Daerah Provinsi

Memperhatikan surat
Saudara  Nomor ............  tanggal : ……….. Perihal tersebut di atas, dengan hormat diberitahukan sebagai berikut :

1.
Maksud Saudara untuk memberhentikan :

1)
Nama


:

2)
NIP



:

3)
Tempat/tanggal lahir
:

4)
Pangkat/Gol. Ruang
:

Dari jabatan sebagai :………………  sebaiknya tidak dilaksanakan.

2.
Pertimbangan tidak dilaksanakannya pemberhentian pejabat dimaksud, yaitu :

a. ……………………………. …………………………

b. ………………………………………………………..

c. ………………………………………………………..

d. dst


Demikian untuk maklum.

MENTERI DALAM NEGERI

TTD

NAMA JELAS

MENTERI DALAM NEGERI

TTD

HARI SABARNO
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LAMPIRAN VII.A KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR

:

TANGGAL

:

BENTUK NASKAH DINAS KONSULTASI PEMBERHENTIAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

[image: image4.png]
BUPATI/ WALIKOTA……………….

……………..,









Kepada 

Nomor

:




Yth.
Gubernur ………

Sifat

:





di

Lampiran
:





     ……………

Perihal
:
Konsultasi Pemberhentian Sekretaris

Daerah Kabupaten/Kota/Pejabat 

struktural eselon II di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten/Kota.

Sesual ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawal Negeri Sipil dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor ………….. Tahun 2003 tentang Tata cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di llngkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, bersama Ini dikonsultasikan Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota/Pejabat struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota …………….
, yaitu :

1)
Nama


:

2)
NIP


:

3)
Tanggal lahir

:

4)
Pangkat/Gol. Ruang
:

5)
Jabatan


:

Dengan pertimbangan :

1) .........................

2). ........................

3) dst

Bersama Ini dlKonsultasikan calon penggantl sebagal berikut  :

A.
1)
Nama


:


2)
NIP 


:


3)
Tempat/tanggal lahir 
:


4) 
Pangkat/Gol. Ruang 
:


5)
Jabatan 


:

B.
1)
Nama


:


2)
NIP 


:


3)
Tempat/tanggal lahir 
:


4) 
Pangkat/Gol. Ruang 
:


5)
Jabatan 


:

C.
1)
Nama


:


2)
NIP 


:


3)
Tempat/tanggal lahir 
:


4) 
Pangkat/Gol. Ruang 
:


5)
Jabatan 


:

Demikian untuk maklum.

BUPATI/WALIKOTA

TTD

NAMA JELAS

MENTERI DALAM NEGERI

TTD

HARI SABARNO

-29​-

LAMPIRAN VII.B KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR

:

TANGGAL
:

​​​​

BENTUK NASKAH DINAS HASIL KONSULTASI PEMBERHENTIAN

SEKRETARIS DAERAH/PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA YANG DAPAT DILAKSANAKAN
[image: image5.png]
GUBERNUR ......................









Jakarta, .................

Nomor

:





Kepada :

Sifat

:




Yth.
Bupati/Walikota  …………….

Lampiran
:





di

Perihal
:
konsultasi pemberhentian



…………….

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota

……./ pejabat struktural eselon II di

lingkungan Pemerintah Kabupaten

/Kota .............

Memperhatikan surat
Saudara Nomor .,.............. tanggal …………… perihal tersebut di atas, dengan hormat  diberitahukan sebagai berikut :

1.

Maksud Saudara untuk memberhentikan :

1) 
Nama


:

2) 
NIP


:

3) 
Tempat/tanggal lahir
:

4) 
Pangkat/Gol. Ruang
:

Dari Jabatan  sebagai  : ……………… pada prinsipnya kami dapat  memahami.

2.
Selanjutnya, untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan agar dapat diproses sesuai dengan peraturan perundang‑undangan.

Demikian untuk maklum,

GUBERNUR …………

TTD

NAMA JELAS

MENTERI DALAM NEGERI

TTD

HARI SABARNO
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LAMPIRAN VII.C KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR

:

TANGGAL
:

BENTUK NASKAH DINAS HASIL KONSULTASI BERUPA PENOLAKAN

PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PEJABAT

STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

[image: image6.png]
GUBERNUR ……………….

……………..,

Nomor

:





Kepada :

Sifat

:




Yth.
Bupati/Walikota  …………….

Lampiran
:





di

Perihal
:
Penolakan pemberhentian



………….

Sekretaris Daerah Kabupaten/

Kota dan Pejabat Struktural

eselon II di lingkungan Pemerintah

Kabupaten/Kota ……

Memperhatikan surat
Saudara  Nomor ............  tanggal : ……….. Perihal tersebut di atas, dengan hormat diberitahukan sebagai berikut :

1.
Maksud Saudara untuk memberhentikan :

1)
Nama


:

2)
NIP



:

3)
Tempat/tanggal lahir
:

4)
Pangkat/Gol. Ruang
:

Dari jabatan sebagai :………………  sebaiknya tidak dilaksanakan.

2.
Pertimbangan tidak dilaksanakannya pemberhentian pejabat dimaksud, yaitu :

d. ……………………………. …………………………

e. ………………………………………………………..

f. ………………………………………………………..

d. dst


Demikian untuk maklum.

GUBERNUR ……………

TTD

NAMA JELAS

MENTERI DALAM NEGERI

TTD
HARI SABARNO
